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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian maka penulis 

memuat beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Milna Wati, (2024) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu 

dan Anak Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada UPT Puskesmas 

Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Kualitas 

pelayanan yang baik sangat penting untuk mempertahankan kepuasan 

masyarakat. Pelayanan yang dikelola dengan baik dapat memenuhi harapan 

masyarakat. Namun, di UPT Puskesmas Kecamatan Danau Panggang 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, kualitas pelayanan KIA belum optimal. 

Sarana dan prasarana yang digunakan masih kurang memadai, dan pelayanan 

terhadap masyarakat kurang ramah dan kurang cepat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 

terhadap kepuasan pasien. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, dan dokumentasi. 

Sampel penelitian sebanyak 92 pasien. Analisis data dilakukan menggunakan 

aplikasi SPSS 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan 1 point 

dalamkualitas pelayanan memiliki pengaruh sebesar 0.093 terhadap kepuasan 

pasien. Korelasi antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien adalah 0.303. 

Variabel kualitas pelayanan menjelaskan 9.2% variasi dalam peningkatan dan 

penurunan kepuasan pasien. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 
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pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan 

kepuasan pasien. Oleh karena itu, Kepala Puskesmas Danau Panggang 

Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan 

dengan kinerja mereka, tidak membeda-bedakan pasien, dan bersikap ramah 

untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan harapan. 

2. Basyir Holilurrohman, (2021) STIE Pembangunan Tanjungpinang, Program 

Studi Manajemen, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas Batu X 

Tanjungpinang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat yang melakukan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Batu x Tanjungpinang. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 310 responden dengan menggunakan 

probability sampling dengan teknik random sampling. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan analisis regresi linier 

sederhana. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Batu x khususnya cakupan wilayah 

kelurahan Pinang Kencana dan Kelurahan Air Raja. Pengumpulan data 

dilakukan dengan du acara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan. Dimana responden mengisi kuesioner sebanyak 30 butir pernyataan 

yang berkaitan dengan variabel yang diukur. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat yang 

melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas Batu x. Masyarakat yang 

berobat tidak perlu merasa bimbang mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

baik, karena dari sumber daya manusia, fasilitas, dan sistem yang ada sudah 
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sangat mendukung. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang ingin 

mendapatkan pelayanan kesehatan dipuskesmas Batu x dan masuk dalam 

kategori baik. 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Pengertian Kualitas 

Kualitas merupakan salah satu faktor penting di mana baik buruknya 

kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari kualitas barang dan jasa yang 

dihasilkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas di 

definisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, ataupun mutu dari 

karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. 

Ibijola dalam (Putri, 2022) yang dikutip dari British Standart Institusi 

mengartikan bahwa kualitas sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk 

atau jasa yang dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan 

dinyatakan kualitas ini sering kali menjadi ukuran relatif tentang baik atau 

buruknya suatu produk atau jasa. 

Menurut Garvin (2019), kualitas adalah suatu kondisi dimana dinamis 

yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, tugas, serta 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Selera atau 

harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas 

produk juga harus berubah atau disesuaikan.  

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

adalah faktor penting dimana baik buruknya suatu instansi dapat diukur 
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dengan baik atau buruknya dapat diukur dari kualitas produk atau jasa yang 

dihasilkan.  

2. Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelayanan memiliki tiga 

makna yaitu, perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain 

dengan memperoleh imbalan, dan kemudahan yang diberikan sehubungan 

dengan jual beli barang atau jasa.  Menurut Ratminto dan Winarsih  (dalam 

Mustanir 2022:19), pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah baik di 

Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN ataupun BUMD, dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Menurut Siriattakul (dalam Mustanir 2022:20) Pelayanan publik 

merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam hal memenuhi 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa pelayanan 

publik itu merupakan suatu kegiatan yang di lakukan oleh satu orang atau 

lebih dalam sebuah instansi pemerintahan yang memberikan layanan baik itu 

jasa atau pun berupa barang sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan 

masyarakat dengan menawarkan kepuasan dan hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk tertentu. 
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3. Konsep Kualitas Pelayanan 

Menurut Arianto (2018:83), kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketepatan 

waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan berlaku untuk 

semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan saat pelanggan berada 

di perusahaan. 

Kotler & Amstrong dalam Meithiana Indrasari (2019:61-62) 

berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan keseluruhan dari 

keistimewaan dan karakteristik dari produk atau jasa yang menunjang 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan secara langsung maupun tidak 

langsung. Produk jasa yang berkualitas mempunyai peranan penting untuk 

membentuk kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang 

diberikan, maka kepuasan yang dirasakan semakin tinggi. Bila kepuasan 

pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan 

usaha tersebut. Salah satu cara utama mempertahankan sebuah perusahaan 

jasa adalah memberikan jasa dengan kualitas pelayanan yang lebih tinggi dari 

pesaing secara konsisten dan memenuhi harapan pelanggan. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen/pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. 

a. Ukuran Kualitas pelayanan 

Menurut Goetsch & Davis (2010) dalam Tjiptono (2020:115), 

kualitas pelayanan diartikan sebagai suatu kondisi yang bersifat dinamis, 
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yang berkaitan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, serta 

lingkungan, yang mampu memenuhi bahkan melampaui harapan 

pelanggan. Untuk mencapai standar kualitas pelayanan yang baik, terdapat 

beberapa kriteria kualitas pelayanan yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Ketepatan waktu pelayanan, yaitu kemampuan dalam memberikan 

layanan secara cepat dan sesuai waktu, mulai dari proses awal hingga 

transaksi selesai. 

2) Akurasi pelayanan, yaitu ketelitian dalam memberikan layanan 

dengan meminimalkan terjadinya kesalahan selama proses pelayanan 

maupun transaksi. 

3) Sikap dalam memberikan pelayanan, yaitu perilaku petugas yang 

ditunjukkan melalui kesopanan dan keramahan saat melayani 

konsumen. 

4) Kemudahan dalam memperoleh pelayanan, yaitu tersedianya layanan 

dan fasilitas yang memudahkan konsumen dalam mendapatkan apa 

yang dibutuhkan. 

5) Kenyamanan bagi konsumen, yaitu kondisi lingkungan pelayanan 

yang mendukung, seperti ketersediaan tempat parkir, ruang tunggu, 

kebersihan, serta informasi yang memadai. 

 

b. Asas-asas Kualitas Pelayanan 

Pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi 

keinginan serta kebutuhan masyarakat. Menurut Sinambela, dkk dalam 

Amy Y. S. R, dkk (2020:176–177), mengemukakan asas-asas pada 

kualitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya 

sebagai berikut: 

1) Transparansi, yaitu pelayanan yang diselenggarakan secara terbuka, 

mudah diakses oleh masyarakat, serta informasi yang diberikan jelas 

dan mudah dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. 

2) Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3) Kondisional, yaitu pelayanan yang diberikan dengan menyesuaikan 

kondisi serta kemampuan baik dari pihak pemberi maupun penerima 

layanan, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 
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4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang mampu mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang diberikan tanpa adanya 

perlakuan diskriminatif, baik berdasarkan suku, ras, agama, golongan, 

status sosial, maupun latar belakang lainnya. 

6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

memperhatikan keadilan antara hak dan kewajiban, baik bagi 

penyelenggara maupun penerima pelayanan publik 

 

c. Indikator Kualitas Pelayanan 

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (dalam Selfi, dkk. 

2025:160) untuk mengetahui kualitas pelayanan ada indikator yang 

terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan 

konsumen. Kelima dimensi tersebut adalah: 

1) Tangible (Bukti fisik atau bukti langsung), yaitu ketersediaan sarana 

dan prasarana dalam pelayanan. 

2) Reliability (Keandalan), yaitu konsistensi layanan dalam memenuhi 

harapan masyarakat. 

3) Responsiveness (Respon/Daya Tanggap), yaitu kecepatan dan 

kesiapan layanan dalam merespons permintaan masyarakat. 

4) Assurance (Jaminan), yaitu jaminan yang diberikan oleh 

penyelenggara layanan terhadap kualitas dan keamanan layanan. 

5) Empathy (Empati), yaitu kemampuan penyelenggara layanan untuk 

memahami dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

 

d. Dimensi Pelayanan 

Menurut Azrul Azwar (2017:55–57) menjelaskan bahwa tanggung 

jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan tidak hanya 

mencakup pelayanan administrasi atau dokumen, tetapi juga meliputi 

pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. 

Adapun dimensi pelayanan dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Dapat diterima (Acceptable), yaitu pelayanan yang diselenggarakan 

harus mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.  

2) Wajar (Appropriate), yaitu pelayanan yang diberikan tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, seperti adat 

istiadat, budaya, serta keyakinan dan kepercayaan yang berlaku. 
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3) Mudah dicapai (Accessible), yaitu pelayanan harus didistribusikan 

secara merata sehingga tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, 

tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat di daerah pedesaan. 

4) Mudah dijangkau (Affordable), yaitu pelayanan harus disesuaikan 

dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga biaya yang 

ditetapkan tidak menjadi hambatan dalam memperoleh layanan. 

5) Bermutu (Quality), yaitu pelayanan yang diberikan harus memenuhi 

standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan 

tingkat kesempurnaan dalam penyelenggaraan layanan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

e. Jenis-jenis Pelayanan Publik 

KEMENPAN Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis pelayanan 

dari instansi pemerintahan dan BUMN/BUMD. Pengelompokkan tiga 

jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta 

produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 

1) Pelayanan administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan 

berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, 

dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, seperti pelayanan 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta 

Kelahiran, Akta Kematian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan 

sebagainya. 

2) Pelayanan barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengelolaan barang dalam 

bentuk fisik, termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada 

konsumen langsung (sebagai unit ataupun individu) dalam suatu 

sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir dalam bentuk 

benda fisik, seperti penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih, 

dan pelayanan jaringan telepon. 

3) Pelayanan jasa, adalah jenis pelayanan berupa sarana dan prasarana 

serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan 

manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam 

jangka waktu tertentu, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan 

perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran. 

 

f. Standar Operasional Pelayanan Publik 

Pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang 

perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Sesuai dengan 
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hakikat pelayanan publik itu sendiri yang merupakan pemberian pelayanan 

prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi manajemen pelayanan. (Djafri, 2018:11), selain 

itu kesadaran publik akan hak-haknya untuk menerima pelayanan publik, 

secara prima pada saat ini telah meningkat, sehingga perlu dilakukan 

tranformasi semangat ke dalam birokrasi, dimana salah satunya 

menyangkut bidang kualitas pelayanan yaitu prinsip pemerintahan 

berorientasi kepada pelanggan (masyarakat), untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan masyarakat, bukan kebutuhan dan kepuasan birokrasi. Oleh 

karena itu, menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 menetapkan 

bahwa standar pelayanan publik meliputi: 

1) Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar penyelenggara pelayanan. 

2) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

3) Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk masalah 

pengaduan. 

4) Jangka waktu adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

5) Biaya tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya telah ditetapkan. 

6) Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

7) Sarana dan prasarana adalah adanya peralatan yang dapat menunjang 

kinerja dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. 

8) Kompetensi pelaksana adalah kemampuan pemberi pelayanan publik 

yang kompeten agar memberikan pelayanan yang professional. 

9) Pengawasan internal adalah suatu tindakan yang dilakukan agar para 

aparatur bekerja sesuai ketentuan. 

10) Pengaduan, saran, dan masukan adalah suatu aspirasi atau tanggapan 

masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur 

pelaksana. 

11) Jumlah pelaksana adalah satuan jumlah para aparatur yang bekerja 

memberikan pelayanan dalam suatu produk pelayanan. 



18 
 

 
 

12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengsn standar pelayanan. 

13) Jaminan keamanan dan keselamatan adalah pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

resiko keragu-raguan. 

 

Berdasarkan dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa standar 

operasional pelayanan publik merupakan aturan yang harus dilaksanakan 

oleh setiap pemberi layanan dalam rangka untuk mencapai tujuan 

organisasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

4. Konsep Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan menurut Rahmayanty (dalam Sapri 2020:33) merupakan 

fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. 

Sementara menurut Keller (dalam Sihombing 2022:56) kepuasan adalah 

perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang dihasilkan dari 

membandingkan kinerja produk yang dirasakan atau dihasilkan dengan 

ekspetasi yang diharapkan. 

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah perlu diukur dan 

dibandingkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah dengan 

menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang senang atau kecewa 

yang berasal dari hasil perbandingan antara apa yang diterima dan harapan. 



19 
 

 
 

a. Ukuran Kepuasan 

Ukuran kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik 

Menurut Lovelock dan Wirtz (2021) digambarkan sebagai delapan elemen 

pendukung yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada masyarakat. Adapun delapan elemen tersebut 

meliputi: 

1) Information, Pelayanan yang berkualitas diawali dengan penyediaan 

informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai produk 

atau jasa. Informasi yang disampaikan secara cepat dan tepat akan 

mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 

2) Consultation, Setelah memperoleh informasi, masyarakat 

membutuhkan layanan konsultasi terkait aspek teknis, biaya, 

prosedur, maupun kebijakan. Oleh karena itu, penyedia layanan harus 

menyediakan waktu, tenaga, serta sarana konsultasi yang memadai 

dan responsif. 

3) Undertaking (Order Taking), Setelah kebutuhan masyarakat 

dipastikan, proses administrasi pelayanan harus dilakukan secara 

sederhana, tidak berbelit-belit, fleksibel, serta memberikan 

kemudahan dalam pemenuhan persyaratan. 

4) Hospitality, Pelayanan harus ditunjang dengan sikap ramah, sopan, 

dan menghargai pengguna layanan. Selain itu, kondisi lingkungan 

pelayanan seperti ruang tunggu, kebersihan, dan fasilitas pendukung 

harus memberikan rasa nyaman. 

5) Caretaking, Pelayanan perlu disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat. Misalnya, memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam membaca, menulis, 

atau memahami prosedur pelayanan. 

6) Exceptions, Petugas pelayanan harus mampu menangani keluhan atau 

permasalahan yang dialami masyarakat. Selain itu, harus ada 

tanggung jawab dalam memperbaiki pelayanan apabila terjadi 

kesalahan atau kebijakan yang merugikan. 

7) Billing, Pelayanan juga mencakup kejelasan dalam penagihan biaya. 

Informasi mengenai biaya harus transparan, rinci, dan mudah 

dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan. 

8) Payment, Kemudahan dalam proses pembayaran menjadi bagian 

penting dari pelayanan. Sistem pembayaran harus fleksibel, aman, dan 

memberikan kenyamanan bagi masyarakat. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari pihak pemberi 

pelayanan tetapi juga dipengaruhi faktor dari luar maupun dari dalam diri 

masyarakat. Menurut Kotler dalam Meithiana Indrasari (2019:90-91), 

dalam menentukan tingkat kepuasan publik terdapat beberapa faktor yang 

harus diperhatikan dalam menentukan tingkat kepuasan publik. Adapun 

faktor-faktor tersebut yaitu: 

1) Kualitas produk atau jasa, yaitu masyarakat akan merasa puas apabila 

produk atau jasa yang digunakan memiliki kualitas yang baik sesuai 

dengan hasil penilaian mereka. 

2) Kualitas pelayanan, yaitu tingkat kepuasan yang diperoleh ketika 

pelayanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan masyarakat. 

3) Faktor emosional, yaitu adanya rasa bangga dan keyakinan dari 

masyarakat saat menggunakan produk atau jasa tertentu yang 

memiliki citra baik. 

4) Harga, yaitu produk dengan kualitas yang sama tetapi memiliki harga 

lebih terjangkau akan memberikan nilai lebih bagi masyarakat. 

5) Biaya, yaitu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

maupun waktu yang berlebihan untuk memperoleh produk atau jasa 

yang diinginkan. 

 

Menurut Lupiyoadi dalam Meithiana Indrasari (2019:91–92 juga 

menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu, kualitas produk, kualitas 

pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Apabila dilihat lebih jauh, upaya 

meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan, dapat 

dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

1) Mengurangi kesenjangan antara pihak manajemen dengan 

masyarakat. 

2) Membangun komitmen bersama dalam organisasi untuk memperbaiki 

proses pelayanan. 

3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan 

keluhan melalui sistem saran dan kritik. 

4) Mengembangkan pelayanan agar mampu memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat secara optimal. 
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c. Indikator Kepuasan Masyarakat 

Menurut Umar (2005:65) dalam Indrasari (2019:82) kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan 

antara apa yang dia terima dan harapkannya. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur kepuasan masyarakat menurut Hawkins dan Lonney 

(dalam Muspiha, 2023:115) terdiri dari: 

1) Kesesuaian harapan, yaitu tingkat kesesuaian antara kinerja produk 

yang diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh 

pelanggan. 

2) Minat berkunjung kembali, yaitu kesediaan pelanggan untuk 

berkunjung kembali atau melakukan pembelian ulang terhadap 

produk terkait. 

3) Kesediaan merekomendasikan, yaitu kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk atau jasa yang telah dirasakannya kepada 

teman atau keluarga. 

 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

a. Pengertian Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana 

pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat penting di Indonesia. 

Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu 

wilayah kerja. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puskesmas diartikan sebagai 

poliklinik di Tingkat kecamatan tempat rakyat menerima pelayanan 

kesehatan dan penyuluhan mengenai keluarga berencana. Kesehatan 

masyarakat merupakan salah satu pokok dalam rangka perkembangan 

kehidupan bangsa dan memiliki peran penting untuk meningkatkan derajat 
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hidup bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah harus memperjuangkan bidang 

kesehatan dengan sebaik-baiknya.  

Dalam memperjuangkan bidang kesehatan tersebut, peemerintah 

membuat sebuah unit kesehatan yang disebut dengan pusat kesehatan 

masyarakat (Puskesmas) yang merupakan  kesatuan organisasi fungsional 

yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh , 

terpadu, merata dan dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

tepat dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat 

luas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Keberadaan 

puskesmas sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dan mudah 

dijangkau. 

b. Fungsi dan Tujuan Puskesmas 

Puskesmas sebagai unit tingkat pertama pelaksanaan kesehatan yang 

paling dekat dengan masyarakat karena wilayah kerja hanya meliputi satu 

kecamatan. Puskesmas dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai 

tujuan dan fungsi yang jelas agar tercipta kesehatan yang optimal di setiap 

kecamatan. Tanpa adanya fungsi dan tujuan yang jelas, puskesmas tidak 

dapat mewujudkan kesehatan yang optimal di setiap kecamatan. 

Sesuai dengan sistem Kesehatan Nasional, puskesmas sebagai 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai 3 (tiga) fungsi 

sebagai berikut: 

1) Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 
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Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau 

penyelenggara pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat 

dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta 

mendukung pembangunan kesehatan. 

2) Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat 

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka 

masyarakat dan keluarga memiliki kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat hidup sehat, 

berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan 

termasuk sumber pembiayaan, serta ikut menetapkan, 

menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. 

3) Sebagai pusat pelayanan kesehatan 

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan dengan tujuan utama untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.  

c. Tipe Puskesmas 

Berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 puskesmas 

dibedakan menjadi dua tipe, yaitu Puskesmas rawat inap dan Puskesmas 

non rawat inap. 

Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang memiliki kemampuan 

untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap dengan dukungan sumber 
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daya, sarana, dan prasarana yang memadai. Puskesmas tipe ini tidak hanya 

memberikan pelayanan rawat jalan, tetapi juga mampu melakukan 

observasi pasien, tindakan medis tertentu, serta perawatan dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pasien.  

Sedangkan puskesmas non rawat inap merupakan Puskesmas yang 

tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, melainkan hanya 

memberikan pelayanan rawat jalan. Pelayanan yang diberikan mencakup 

upaya promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif dasar. Apabila 

pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan dilakukan 

rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit.  

Perbedaan tipe Puskesmas tersebut menunjukkan adanya variasi 

dalam kapasitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Puskesmas 

rawat inap memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas dibandingkan 

dengan Puskesmas non rawat inap, terutama dalam hal penanganan kasus 

yang memerlukan perawatan sementara. 

Dengan demikian, tipe Puskesmas menjadi aspek yang penting 

dalam penelitian ini, karena perbedaan kapasitas pelayanan tersebut 

berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan yang diterima pasien, yang 

pada akhirnya dapat berdampak terhadap tingkat kepuasan pasien, 

khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

d. Peran Puskesmas 

Saat ini berdasarkan konteks Otonomi Daerah, puskesmas memiliki 

peran yang sangat penting sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut 

mempunyai kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan dalam 
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meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ikut serta 

menentukan kebijakan daerah melalui sistem evaluasi dan peninjauan 

yang akurat. Rangkaian manajerial di atas memiliki manfaat dalam 

penentuan skala prioritas daerah sebagai bahan kesesuaian dalam 

menentukan RAPBD yang mengarah kepada kebutuhan masyarakat. 

Puskesmas dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi 

informasi terkait usaha peningkatan pelayanan kesehatan secara terpadu. 

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik yang ditunjukkan dalam bentuk ikut serta menentukan kebijakan 

daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan sesuai dengan fakta, 

tata laksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sIstem evaluasi dan 

pemantauan yang akurat. 

6. Poli Kebidanan 

Poli kebidanan berfokus pada aspek pencegahan dengan berlandaskan 

kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dengan yang senantiasa siap 

melayani ibu hamil sebelum dan sesudah melahirkan. Pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh bidan diberikan kepada ibu hamil oleh tenaga kesehatan 

untuk memastikan bahwa kehamilan berlangsung normal, mampu 

mendeteksi dini masalah dan penyakit yang dialami ibu hamil serta 

melakukan intervensi secara akurat sehingga ibu hamil siap untuk menjalani 

persalinan normal. 

Menurut Mufdillah (2017:8) layanan kebidanan merupakan hal 

penting dan potensial dalam menyelamatkan kehidupan seorang ibu hamil 

sebab berfungsi untuk melakukan skrining, identifikasi, wanita dengan 
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kehamilan risiko tinggi, dan merujuknya jika diperlukan serta untuk 

memantau kesehatan selama kehamilan dalam usaha mendeteksi dan 

menangani masalah yang terjadi.  

Mustofa (2021:66) tujuan pemberian layanan kebidanan bagi ibu 

hamil diantaranya adalah mendapatkan perawatan kehamilan, memperoleh 

rujukan konseling genetik, menentukan apakah kehamilan akan dilanjutkan 

atau tidak, menentukan diagnosis ada atau tidaknya kehamilan, menentukan 

usia kehamilan dan perkiraan persalinan, menentukan status kesehatan ibu 

dan janin, menentukan kehamilan normal atau abnormal serta ada atau 

tidaknya faktor risiko kehamilan dan menentukan rencana pemeriksaan atau 

penatalaksanaan selanjutnya. 

7. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

Penyelenggara pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas 

mencakup berbagai bentuk pelayanan sebagai berikut: 

a. Antenatal Care (ANC) 

1) Pengertian Antenatal Care 

Antenatal Care adalah bentuk pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh tenaga medis kepada ibu selama masa kehamilan sesuai 

dengan standar pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan. Pelayanan 

ini bertujuan untuk memberikan dukungan kesehatan sekaligus 

melakukan pemantauan terhadap kondisi ibu hamil. 

2) Fungsi Antenatal Care 

Antenatal Care merupakan salah satu program pelayanan 

kesehatan yang secara khusus ditujukan bagi ibu hamil untuk 
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mendukung kelancaran proses persalinan agar dapat berlangsung 

secara normal dan aman. 

Mufidillah (2017:8) menjelaskan bahwa Antenatal Care 

memiliki peran penting dalam upaya penyelamatan ibu hamil, dengan 

fungsi antara lain: 

a)  Melakukan skrining dan identifikasi terhadap ibu hamil yang 

memiliki risiko tinggi serta melakukan rujukan apabila 

diperlukan. 

b)  Memantau kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan guna 

mendeteksi serta menangani berbagai permasalahan yang 

mungkin timbul. 

3) Tujuan Antenatal Care 

Menurut Sarwono Prawirohardjo (2016:64), tujuan pelaksanaan 

Antenatal Care meliputi: 

a) Memantau perkembangan kehamilan guna memastikan 

kesehatan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan janin. 

b) Meningkatkan serta menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial 

ibu serta bayi. 

c) Mengidentifikasi secara dini kemungkinan adanya kelainan atau 

komplikasi selama kehamilan, termasuk riwayat penyakit umum, 

kebidanan, maupun Tindakan pembedahan. 

d) Mempersiapkan proses persalinan agar berlangsung cukup bulan 

dan berjalan denga naman, baik bagi ibu maupun bayi, dengan 

resiko trauma yang minimal. 
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e) Mempersiapkan ibu dalam menghadapi masa nifas agar berjalan 

normal serta mendukung pemberian ASI eksklusif. 

f) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menyambut 

kelahiran bayi agar tumbuh dan berkembang secara optimal. 

4) Standar Antenatal Care 

Dalam Pelaksanaan Antenatal Care (ANC) harus memenuhi 

mutu pelayanan yang baik bagi ibu hamil, yaitu dilaksanakan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia tahun 2010. Dalam hal ini, tenaga bidan sebagai 

pelaksana pelayanan diwajibkan untuk melakukan serangkaian 

pemeriksaan dan tindakan, meliputi: 

a) Penimbangan berat badan ibu hamil. 

b) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA). 

c) Pemeriksaan tekanan darah. 

d) Pengukuran tinggi fundus uteri. 

e) Pemeriksaan denyut jantung janin. 

f) Penentuan presentasi atau posisi janin. 

g) Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT). 

h) Pemberian tablet tambah darah (TTD). 

i) Pemeriksaan golongan darah. 

j) Pemeriksaan laboratorium yang meliputi kader hemoglobin (Hb), 

protein urin, kadar gula darah, pemeriksaan malaria, sifilis, serta 

HIV. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara 

operasional Antenatal Care dapat dikatakan memenuhi kriteria 

kelayakan apabila pelayanan tersebut dilaksanakan oleh tenaga 

kesehatan yang kompeten serta sesuai dengan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan. 

b. Penyuluhan / Konseling 

Penyuluhan bagi ibu hamil merupakan bagian penting dalam 

pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

terkait proses kehamilan, perkembangan janin dalam kandungan, 

perawatan selama masa kehamilan, serta tanda-tanda bahaya yang perlu 

diwaspadai. Melalui pemberian informasi tersebut, diharapkan ibu hamil 

memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi untuk menjaga kondisi 

kesehatannya dengan mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan, sehingga 

dapat menjalani kehamilan dengan baik dan melahirkan bayi yang sehat 

(Kemenkes RI, 2019). 

Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan diharapkan mampu 

menjadi pihak yang dekat dengan masyarakat serta menjalin hubungan 

komunikasi yang baik dan berkelanjutan. Petugas kesehatan pada tingkat 

pelayanan dasar perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan cara 

mendekatkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi penyuluhan secara 

optimal. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam memberikan penyuluhan, yaitu: 

1) Bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada ibu 

hamil.  
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2) Memahami serta menghargai kondisi yang dialami oleh ibu hamil.  

3) Menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami.  

4) Menggunakan media atau alat bantu yang menarik serta contoh yang 

relevan dengan kehidupan sehari-hari.  

5) Menyesuaikan materi penyuluhan dengan kondisi dan tingkat risiko 

yang dihadapi ibu hamil.  

Selain itu, pengetahuan mengenai perawatan diri selama kehamilan 

juga perlu diberikan kepada ibu hamil agar dapat menjaga kesehatan 

dirinya maupun janin secara optimal, antara lain: 

1) Mengonsumsi makanan bergizi dengan kandungan kalori dan protein 

yang cukup tanpa membatasi jenis maupun jumlah makanan yang 

sehat.  

2) Melakukan perawatan payudara yang dapat dimulai sejak usia 

kehamilan tujuh bulan.  

3) Menjaga kebersihan diri secara lebih intensif, mengingat perubahan 

hormonal selama kehamilan dapat meningkatkan risiko infeksi, 

sehingga ibu dianjurkan untuk mandi dan menyikat gigi secara teratur 

minimal dua kali sehari.  

4) Memperoleh waktu istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas 

fisik yang terlalu berat.  

5) Melakukan senam hamil yang bermanfaat dalam mempersiapkan 

proses persalinan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan 

bagi ibu hamil perlu dilaksanakan secara optimal oleh tenaga kesehatan, 

khususnya bidan, dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masing-

masing ibu hamil. 

c. Sistem Rujukan 

Secara konseptual sistem rujukan merupakan suatu mekanisme 

dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan pelimpahan tanggung jawab 

penanganan kasus atau permasalahan kesehatan secara timbal balik, baik 

secara horizontal maupun vertikal antar fasilitas pelayanan kesehatan 

(Kemenkes RI, 2019). 

Dalam praktiknya, jenis rujukan yang paling sering dilakukan adalah 

rujukan kasus, yaitu rujukan yang bertujuan untuk membantu penyelesaian 

masalah kesehatan yang dialami pasien. Rujukan kasus dilakukan agar 

pasien memperoleh penanganan yang lebih optimal sesuai dengan tingkat 

kebutuhan medisnya. Dalam proses merujuk pasien ke fasilitas pelayanan 

kesehatan lain, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 

1) Kondisi medis pasien, yaitu mempertimbangkan penyakit yang 

sedang dialami maupun kemungkinan komplikasi yang dapat muncul, 

sehingga perlu dilakukan upaya untuk membatasi perkembangan 

penyakit, mencegah komplikasi, serta menangani kondisi yang ada 

semaksimal mungkin.  

2) Ketersediaan sarana pelayanan obstetri tujuan, yaitu 

mempertimbangkan fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia pada 
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tempat rujukan, serta menyesuaikannya dengan tingkat keparahan 

kondisi pasien. 

3) Jarak dan waktu tempuh rujukan, terutama pada kondisi gawat 

daruratan seperti syok hemoragik akibat ruptura uteri, di mana 

kecepatan mencapai fasilitas rujukan sangat menentukan prognosis 

ibu dan bayi. 

Selain itu, agar proses rujukan berjalan secara optimal, tenaga 

kesehatan juga perlu melengkapi data penting yang berkaitan dengan 

pasien, di antaranya: 

1) Waktu rujukan, yaitu mencatat secara lengkap waktu pengambilan 

keputusan rujukan, meliputi tanggal, bulan, tahun, dan jam.  

2) Identitas pasien, yang sekurang-kurangnya mencakup nama pasien 

(beserta nama suami) dan usia ibu hamil.  

3) Permasalahan atau diagnosis sementara, yaitu kondisi abnormal yang 

memerlukan penanganan segera, disertai dugaan diagnosis jika 

diperlukan.  

4) Terapi dan tindakan yang telah diberikan, meliputi jenis obat, dosis, 

cara pemberian, serta tindakan medis yang telah dilakukan beserta 

waktunya.  

5) Persiapan pasien dan keluarga, yaitu pemberian informasi yang jelas 

mengenai alasan rujukan, tindakan yang akan dilakukan, serta 

persiapan yang dibutuhkan. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis 

Menurut Djali (2020:15) Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang 

karakteristik populasi yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat ditentukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha  : Ada pengaruh antara Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

Terhadap Kepuasan Pasien Pada Puskesmas Sungai Turak Kecamatan 

Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Ho : Tidak ada Pengaruh antara Kualitas Pelayanan Kesehatan ibu dan 

Anak Terhadap Kepuasan Pasien Pada Puskesmas Sungai Turak 

Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

  


